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waan Alternatit

diatur dan diancam dalam
pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 hur-
uf b UU Nomor 31 tahun 1999

sebagaimana telah diuba dan.

ditambah dengan UU nomor
20 tahun 2001 tentang tin-
dak pida korupsi. Karena per-
buatan terdakwa dalam dak-
waan ini disangkakan bertu-
juan menguntung diri sendiri
atau orang lain atau suatu ko-
rporasi, menyalahgunakan ke-
wenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya .
“Karena jabatan atau kedudu-
kan dapat merugikan keungan
Negara atau perekonomian
Negara seluruhnya sebesar Rp
738.306.689, atau setidak-tida-
knya sejumlah itu,” paparnya
lagi.

Perkara ini terjadi antara bu-
lan april hingga angustus 2012
silam. Berawal ketika BRSD
Kabupaten Banggai pada ta-
hun anggaran 2012 mereal-
isasikan pendapatan retribusi
sebesar Rp 14.308.521.731 mi-
lyar.Penerimaan retribusi itu
termasuk diantaranya peneri-
maan retribusi pelayanan ke-
sehatan. Retribusi pelayanan
kesehatan tersebut merupak-
an penerimaan daerah atas
perlayanan yang telah diberi-
kan oleh pemerintah daerah

dibidang kesehatan kepada -

masyarakat.

Sumber penerimaan retri-
busi pelayanan ksehatan terse-
but berasal dari pasien umum,
pasien peserta Jamsostek,

pasien peserta Jamkesmas,
pasien peserta Jamkesda dan
pasien Askes.
Terdakawa diduga telah
menggelapkan dana peneri-
maan retribusi kesehatan yang
sumbernya dari Jamkesmas.
Karena untuk pengajuan klaim
penerimaan retribusi pelayan-
an kesehatan yang sumbernya
adalah Jamkesmas dilakukan
ke kementerian kesehatan RI
oleh bendahara Jamkesmas.
Setelah dicairkan oleh benda-

' hara Jamkesmas, maka sela-

jutnya distor ke kas daerah me-
lalui bendahara penerimaan
tetapi terdakwa diduga tidak
menyetorkan * sisanya yang
telah menyebabkan kerugian
Negara tersebut. (cdy)
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JPU Ajukan Tiga Dakwaan

Penggelapan Dana

Jamkesmas BRSD Bmog'u ‘

.

PALU - Hakim Tipikor
Pengadilan Negeri (PN) Palu,
kembali mengadili perkara
tindak pidana korupsi dugaan
penggelapan dana Jamkesmas
yang terjadi pada Badan
Rumiah Salit Daerah (BRSD)
Kabupaten Banggai pada ta-
hun 2012 silam.

Terdakwa dalam perkaraini,
Ariani Ndalawe Tube, selaku
Pembantu Bendahara BRSD
atau Bendahara Jamkesmas
dan Jampersal pada BRSD.

Agenda sidang kali itu, adalah
pembacaan dakwaan = oleh
jaksa penuntut umum (JPU).
Terdakwa saat itu hadir tan-
pa penasehat hukumnya.
Sementara sidang dipimpin
oleh Hakim Ketua Dewantoro
SHMH.

Berdasarkan dakwaan JPU,
terdakwa didakwakan dengan
tiga dakwaan alternatif,

Dalam  dakwaan kesatu’

disebutkan perbuatan terdak-
wa merupakan tindak pidana

. melanggar ketenfuan seb-

agaimana diatur dan diancam
 dalam pasal2ayat1jo pasal 18
ayat 1 huruf b UU Nomor 31

* tahun 1999 sebagaimana telah

" diuba dan ditambah den-
gan UU nomor 20 tahun 2001
tentang tindak pida korupsi.
Karena terdakwa disangkakan
telah melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korpira-
siyang dapat merugikan keun-
gan Negara atau perekonomi-
an Negara,

Sementara dalam dakwaan
kedua perbuatan terdakwa
merupakan tindak pidana seb-
agaimana diatur dan diancam
dalam pasal 8 UU nomor 31 ta-
hun 1999 sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan
UU nomor 20 tahun 2001, ten-
tang pemberantasan tindak
pidana korupsi. “Karena ter-
dakwa selaku pegawai neg-
eri atau orang selain pegawai
negeri yang ditugaskan men-
jalankan suatu jabatna umum
secara terus menerusatau un-
tuk sementara waktu, dengan
sengaja menggelapkan uang
atau surat berharga tersebut
diambil atau digelapkan oleh
orang lain. Atau membantu
dalam melakukan perbuatan
tersebut,” ungkap JPU Juanda
asal Kejari Luwuk.

Sementara dalam dakwaan
alternatif ketiga, perbuatan
perbuatan terdakwa merupak-
antindak pidana sebagaimana

diatur dan diancam dalam
pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 hur-
uf b UU Nomor 31 tahun 1999
sebagaimana telah diuba dan
ditambah dengan UU nomor
20 tahun 2001 tentang tin-
dak pida korupsi. Karena per-
buatan terdakwa dalam dak-
waan ini disangkakan bertu-
juan menguntung diri sendiri
atau orang lain atau suatu ko-
rporasi, menyalahgunakan ke-
wenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya .
“Karena jabatan atau kedudu-
kan dapat merugikan keungan
Negara atau perekonomian
Negara seluruhnya sebesar Rp
738.306.689, atau setidak-tida-
imya sejumlah itu,” paparnya
agl.




